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TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 perihal pelaksanaan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % pada tahun berkenan
pemerintah daerah dapat melakukan tahapan perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD,
pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 13 Tahun 2021 perihal pelaksanaan
pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan
lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan pada
tahun anggaran berkenan yang melampaui tahun anggaran,
harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Inspektorat
Kabupaten Bone Bolango. Hasil review tersebut menjadi salah
satu dasar untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD,;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Nomor : 440/7183/SJ, perihal Gubernur/Bupati/Walikota
diminta untuk melakukan langkah langkah pencegahan dan

penanggulangan Covid 19;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone
Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



8.

10.

13,

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian
Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3942);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Menetapkan :

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1

Pendapatan

a. Semula Rp. 902.884.933.933,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.902.884.933.933,00
Belanja

a. Semula Rp. 902.856.543.933,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.641.806.039,58




Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 919.498.349.972,58
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (16.641.806.039,58)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 1.471.610.000,00
2) Bertambah/Berkurang Rp. 16.641.806.039,58

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 18.113.416.039,58

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang Rp. -
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 16.613.416.039,58
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah
perubahan Rp. -

Pasal 2
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci

lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kablhlpaten Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 2022
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022 Suwawa, Februari 2022

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2022

PENGELOLA :BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN  : 1 (Satu ) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN H M DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABD H PAKAYA, SH
NIP. 1973066 200604 1 031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

Kepada Yth
Dari

Nomor
Tanggal
Perihal

TELAAHAN STAF

. Bupati Bone Bolango

. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

: 900/BKPD-BB/II/ \}o- /2022

: 21 Februari 2022

: Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022

|. Dasar

Il. Pertimbangan :@ a.

1.

2,

(8]

b.

o
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d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui
Tahun Anggaran,;

Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta
Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

. Keputusan rapat TAPD Kabupaten Bone Bolango tanggal 16 Februari

2022.

Sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2021 Bab Bab V.T.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran atas
keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan
100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagai berikut: 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran
APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD; 2) pembayaran atas kewajiban
pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan
serta kode rekening berkenaan;

Sebagaimana Pasal 6 Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 13 Tahun
2021, bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas

O(atan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
T tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh
Inspektorat K Bone Bolango. Hasil reviu tersebut menjadi salah
sar untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati
ntang penjabaran APBD,;

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/7183/SJ, dijelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota diminta untuk
melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19
antara lain : 1) Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan
pendekatan 5M dan 3T serta 2) Melakukan percepatan pencapaian target
vaksinasi 70% untuk dosis pertama dan khusus lansia 60%, serta

L}n@ukan vaksinasi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun, capaian

70% untuk dosis pertama;

Bahwa sesuai arahan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, bahwa
isolasi terpusat pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk pasien Covid-



19 hasil tes reaktif/positif yang di dapatkan dari screening di pelabuhan
dan bandara (sesuai dengan alamat KTP pasien);

e. Bahwa anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada
APBD TA 2022 belum tersedia, maka untuk memenuhi kebutuhan
tersebut kiranya dapat dilakukan pemanfaatan dari pos Belanja Tidak
Terduga;

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan huruf e, perlu kiranya menetapkan Peraturan Bupati Bone
Bolango tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor
1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022:

g. Rincian pekerjaan atas ikatan kontrak yang belum selesai 100%
pembayarannya pada TA 2021 dan telah di reviu serta rincian
pemanfaatan BTT untuk kebutuhan pencegahan dan penanggulangan
Covid-19 sebagaimana terlampir;

lll. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak
Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan
permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak
kami ucapkan terima kasih.




